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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : JI. Dempo No.19 Pegangsaan-JakartaPusat 10320 Telp.:(021) 3904146 Fax.:(021)31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 84/DSN-MUI/XI1/2012

Tentang

METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN AlI-TAMWIL BI AL-MURABAHAH
(PEMBIAYAAN MURABAHAH) DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

o by
Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

Menimbang : a. bahwa dalam pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah yang
diaplikasikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dikenal
antara lain dua metode, yaitu metode proporsional dan metode
anuitas;

b. bahwa penerapan salah satu dari dua metode pengakuan keuntungan
pembiayaan murabahah tersebut menimbulkan permasalahan bagi
kalangan industri dan masyarakat, sehingga memerlukan kejelasan
dari aspek syariah mengenai kedua metode pengakuan keuntungan
pembiayaan murabahah tersebut;

c. bahwa Lembaga Keuangan Syariah memerlukan metode pengakuan
keuntungan pembiayaan murabahah yang dapat mendorong
pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah yang sehat;

d. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a b, dan ¢, Dewan Syariah
Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memandang perlu
untuk menetapkan fatwa tentang metode pengakuan keuntungan
pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah untuk
dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t., antara lain:
a. QS. al-Nisa’ [4]: 29:
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“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di
antaramu...”
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84 Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah 2

b. QS. al-Ma’idah [5]: 1:
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“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”
c. QS.al-Ma’idah [5]: 2:
Oy Y B O Y 5 T JE (.
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“...Dan tolong-menolonglah kc/lmu/ dal/am (me;1gerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

d. QS. al-Bagarah [2]: 283:
LA j:)) oA R L;m il G V.(.’,glf;ﬂ uu
“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lazn,

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

2. Hadis Nabi s.a.w., antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit,
riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari
Yahya'
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“Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/
merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya
(kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya
(perbuatan yang merugikannya).” (HR. Ibnu Majah dari Ubadah
bin Shamit dalam Kitab Sunan al-Tirmidzi, Kitab: Ahkam, bab
man bana fi haqqihi ma yadhurru bi jarihi, No: 2331; HR.
Ahmad dari Ibnu Abbas dan HR Malik dari Yahya)

b. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Kitab Ahkam,
bab: ma dzukira ‘an Rasulillah, No:<1272:
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“Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.”

c. Hadis Mauquf Ibnu Mas’ud:

“Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, baik pula di sisi
Allah.” (HR Ahmad, Musnad Ibn Hanbal, kitab: al-Muktsirin
min al-Shabahah, bab: Musnad Abdullah Ibnu Mas’ud, No.
3418; Radd al-Muhtar ‘ala Dur al-Mukhtar, Ibnu ‘Abidin, Dar
al-Kutub al-‘Ilmiyah, hlm. 52)

3. Kaidah fikih, antara lain:

o B 5 A O Y Gy Y B Y
“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (al-Asybah wa al-
Nazha’ir fi Qawa ‘id wa Furu‘ Figh al-Syafi ‘iyyah, Jalal al-Din
Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, Beirut: Dar al-Kitab
al-‘Arabi. 1987, him. 133).

RPN R ERA RS ANV
“Jika sebuah kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan
sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya.” (Irsyad al-
Fuhul, Muhammad Ibn Ali Ibn Ahmad al-Syaukani, Beirut:
Dar al-Fikr. 1992, juz 1, him. 411).
WA P g R PRIV I e e

“Keputusan/kebijakan/tindakan pemegang otoritas terhadap
rakyat harus mempertimbangkan mashlahat.” (al-Asybah wa al-
Nazha'ir fi Qawa‘id wa Furu‘ Figh al-Syafi ‘iyyah, Jalal al-Din
Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, Dar Saa, Kairo 2004,
cet. II, Vol. I, hlm. 276).

ASEA G e
“Adat (dapat) dijadikan pertimbangan dalam penetapan
hukum.” (Durar al-Hukkam fi Syarh Majallat al-Ahkam, Ali
Haidar, Dar al-Jil, pasal 812, him. 351).
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Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain:
a. Dr. Wahbah al-Zuhaili:
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Akibat hukum utama akad (tujuan akad, ghayah) terjadi seketika
--berdasarkan ketentuan syara’-- hanya dengan terjadinya akad
yang sah (memenuhi rukun dan syarat-syaratnya)... dengan
terjadinya akad jual beli yang sah, beralihlah kepemilikan
(barang) kepada pembeli; demikian pula akibat hukum akad
lainnya (al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Wahbah al-Zuhaili,
Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir. 2006. juz IV, hlm. 3084)

b. Pendapat fuqaha dalam al-Mausu’atu al-Fighiyah al-
Kuwaitiyah:
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Dalam jual-beli, obyek (mabi’) menjadi milik pembeli dan uang
(tsaman) menjadi milik penjual;, pembeli menjadi pemilik obyek
(mabi’) dengan terjadinya akad jual-beli yang sah, tanpa
disyaratkan adanya penguasaan (qabdh) (al-Mausu’atu al-
Fighiyah al-Kuwaitiyah, Wizaratul Auqaf al-Kuwaitiyah, juz
9, him. 37.)

2. Keputusan AAOFI, dalam al-Ma’ayir al-Syar’iyyah:
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Lembaga Keuangan Syariah tidak dilarang untuk menggunakan
metode yang diterima (dibolehkan) oleh syariah dan ‘urf dalam
menghitung keuntungan (murabahah) sesuai jangka waktu
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Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

L.

Metode Proporsional (Tharigah Mubasyirah) adalah pengakuan
keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah
piutang (harga jual, fsaman) yang berhasil ditagih dengan
mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang
berhasil ditagih (al-atsman al-muhashshalah);

Metode Anuitas (Thariqah al-Hisab al-Tanazuliyyah/Tharigah al-
Tanaqushiyyah) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan
secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum
ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah
sisa harga pokok yang belum ditagih (al-atsman al-mutabaqqiyah);

Murabahah adalah akad jual-beli dengan menegaskan harga
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga
yang lebih sebagai keuntungan;

At-Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) adalah
murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan cara
LKS membelikan barang sesuai dengan pesanan nasabah,
kemudian LKS menjualnya kepada nasabah --setelah barang
menjadi milik LKS-- dengan pembayaran secara angsuran;

Harga Jual (tsaman) adalah harga pokok ditambah keuntungan;

Al-Mashlahah (ashlah) adalah suatu keadaan yang dianggap
paling banyak mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan Lembaga
Keuangan Syariah yang sehat.

Kedua : Ketentuan Hukum

Metode pengakuan keuntungan Murabahah dan Pembiayaan
Murabahah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas
dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini.

Ketiga ¢ Ketentuan Khusus

1

Pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan
oleh para pedagang (al-tujjar), yaitu secara proporsional boleh
dilakukan selama sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) yang berlaku di
kalangan para pedagang;

Pengakuan keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah dalam bisnis
yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh
dilakukan secara Proporsional dan secara Anuitas selama sesuai
dengan ‘urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan LKS;

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia

A



84 Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah 9

Keempat

3. Pemilihan metode pengakuan keuntungan al-Tamwil bi al-

Murabahah pada LKS harus memperhatikan mashlahah LKS bagi
pertumbuhan LKS yang sehat;

. Metode pengakuan keuntungan at-Tamwil bi al-Murabahah yang

ashlah dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode Anuitas;

. Dalam hal LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan at-

Tamwil bi al-Murabahah secara anuitas, porsi keuntungan harus
ada selama jangka waktu angsuran; keuntungan at-tamwil bi al-
murabahah (pembiayaan murabahah) tidak boleh diakui
seluruhnya sebelum pengembalian piutang pembiayaan murabahah
berakhir/lunas dibayar.

Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Shafar 1433 H
21 Desember 2012 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
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